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KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR OT.01.03.6B.6B4.06.23.28 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN

DHARMASRAYA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Membangun Zona Integritas di

lingkungan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan

menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan  wilayah

Birokrasi  Bersih  dan  melayanai  (WBK/WBBM)  perlu

dilakukan inovasi layanan publik;

  b. Bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis badan Pengawas

Obat dan Makanan Loka Pengawas Obat dan Makanan

di Kabupaten Dharmasraya perlu melakukan inobvasi

layanan public  dan melakukan implementasi  inovasi

untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  kepada

masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang

Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999

tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001

Nomor  134,  Tambahan  lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4150);

  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2002  Nomor  137,  Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

  3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2003  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                               1 / 4



-2-

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  4. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang

Pedoman  Umum  Pembangunan  Zona  Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

  5. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang

Pedoman  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju

Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi

Bersih  dan  melayani  di  Lingkungan  Instansi

Pemerintah;

  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

26  Tahun  2017  tentang  Organisasi  dan  tata  Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanana (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di

Lingkungan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1132).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  KEPALA  LOKA  PENGAWAS  OBAT  DAN

MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG

PETUGAS  PELAYANAN  PUBLIK  DI  LINGKUNGAN

LOKA  PENGAWAS  OBAT  DAN  MAKANAN  DI

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

Pertama : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelayanan

Publik  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  Loka

Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Kabupaten

Dharmasraya  menyelengarakan  Pelayanan  Publik

yakni  pelayanan  informasi  dan  pengaduan

masyarakat.

Kedua : Petugas  Pelayanan  Publik  di  Lingkungan  Loka

Pengawas  Obat  dan  makanan  di  Kabupaten

Dharmasraya terdiri atas Petugas Konsultasi.

Ketiga : Tugas  dan  Susunan  Petugas  Pelayanan  Publik  di

Lingkungan  Loka  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di

Kabupaten  Dharmasraya  sebagaimana  dimaksud

dalam Diktum Kedua tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari  keputusan

ini.
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Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya

Pada tanggal 05 Juni 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan

di Kabupaten Dharmasraya,

Drs. Asrianto, Apt, MM
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LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR    : OT.01.03.6B.6B4.06.23.28

TANGGAL : 05 JUNI 2023

TUGAS DAN SUSUNAN PETUGAS KONSULTASI DALAM RANGKA

PELAYANAN PUBLIK LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2023

Petugas Konsultasi merupakan tim yang melayani konsultasi di bidang

obat  dan  makanan.  Tugas  Petugas  Konsultasi  adalah  menerima  dan

memberikan  layanan  berupa  informasi  di  bidang  obat  dan  makanan.

Susunan  Petugas  Konsultasi  Loka  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 terdiri atas sebagai berikut :

Palayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

1. Kompetensi Standar :

a. Pejabat  Fungsional  Pengawas  Farmasi  dan  Makanan,  Analis

Komunikasi Risiko Obat dan Makanan

b. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

c. Memiliki  pengetahuan dan keterampilan terkait  KIE Obat dan

Makanan serta Peraturan Perundang-undangan terkait

d. Mampu mengoperasikan komputer program Ms. Office, internet,

alat komunikasi dan media sosial

2. Kompetensi Khusus :

a. Sudah mengikuti pelatihan peningkatan profesionalisme dengan

kualitas pelayanan publik level dasar

b. Sudah mengikuti pelatihan peningkatan profesionalisme dengan

kualitas pelayanan publik level lanjutan

c. Sudah  mengikuti  sisialisasi  terkait  peraturan  perundang-

undangan di bidang obat dan makanan

3. Petugas :

a. Riflinda Zulni, S.Farm, Apt

b. Elza Frasi Yuni, S.Farm, Apt

c. Novita Hendriyanti Luthfi, S.Farm, Apt

d. Shinta Dini Dwi Septa, S.K.M

e. Mitra Oktavia, S.Si

f. Fauzan L Hakim, S.H

g. Nurkamilah, S.H

h. Zuraidah Ulfa, S.T.P
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